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Oleh Dr A Rasyid, MA

USAI pertemuan Presiden Jokowi 
dengan para Calon Presiden:, Anies 

Rasyid Baswedan, Prabowo 
Subianto dan Ganjar, pada Senin 
lalu, para calon Presiden keluar 
menemui para wartawan yang 

berjam-jam menunggu.
Satu sisi kita merasa bangga 

dengan silaturrahim makan  bersama 
itu, karena kita melihat akrab, seakan tidak ada 
 persaingan, tidak ada manuver politik yang buruk. 
Apalagi kita menyaksikan mereka diabadikan foto 
 bersama dengan saling berjabata tangan kiri dan kanan.
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Salat AS Siap Pasang 
Badan Lawan 
China di LCS

Medan, MIMBAR - Meningkatnya 
ketegangan antara China dan Filipina 
di Laut China Selatan turut menyeret 
Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu 
pertahanan Manila.

Presiden AS Joe Biden mengatakan 
pihaknya siap melawan China atas 
nama Filipina sesuai dengan perjan-
jian pertahanan bersama yang dimiliki 
Washington dan Manila.

"Perjanjian pertahanan Amerika 
Serikat dengan Filipina sangat ketat. 
Setiap serangan terhadap pesawat, 
kapal, atau angkatan bersenjata Filipina 
akan mengacu pada perjanjian perta-
hanan bersama kita dengan Filipina," 
kata Biden, seperti dikutip dari New 
York Post, Selasa (31/10).

--juga kader PDIP-- karena KPU dianggap 
telah  melanggar sendiri Peraturan KPU 
(PKPU), regulasi ciptaannya sendiri.

Kuasa Hukum Brian, 
S unandiantoro, mengatakan, KPU 
dalam menerima pendaftaran pa-
sangan calon harusnya memakai 
dasar PKPU. Pertama, perbuatan 
KPU menerima pendaftaran 
bakal pasangan calon, harus me-
makai dasar PKPU. PKPU yang 
menjadi dasar proses pendaftaran 
itu adalah PKPU Nomor 19 Tahun 
2023 tentang Pendaftaran 
Capres-Cawapres. Dalam 
aturan tersebut 
tertulis jelas, 
syarat  pencalonan 
m inimal 40 

tahun.
Kedua, publik mengetahui usia 
putra sulung Presiden Jokowi itu 

belum mencukupi 40 tahun. 
Artinya, pendaftaran tersebut, 
diketahui melanggar PKPU. 

LUAR NEGERI

AKADEMISI menggugat KPU ke PN Jakarta Pusat, buntut menerima 
 pendaftaran pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran 

Rakabuming Raka. Apa dasar alasan gugatan tersebut? 

Gugatan ini dilayangkan oleh akademisi dan dosen Untag, Brian Demas Wicaksono 

Keluarkan Putusan Sebelum 7 November
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Uraian Dasar Gugatan Rp70,5 T

Dewas KPK Dalami Bukti Pelanggaran Etik Firli
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Anwar Usman Lakukan 
Pelanggaran Etik

Jakarta, MIMBAR - Sebanyak 15 guru besar serta pengajar hukum tata negara (HTN) dan hukum  administrasi 
negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyampaikan 
 pandangannya dalam sidang perdana dugaan pelanggaran etik hakim MK yang diadili oleh MKMK.

15 GURU BESAR SATU SUARA DI  SIDANG MKMK 

  Bersambung ke Hal 11

  Bersambung ke Hal 11

  Bersambung ke Hal 11

  Bersambung ke Hal 11

Masinton Usul 
Hak Angket 

PIMPINAN DPR RI merespons 
usulan hak angket yang disuarakan 
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton 
Pasaribu saat Rapat Paripurna DPR RI.

Hak angket yang disuarakan politi-
kus PDIP itu terkait putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) tentang syarat pen-
daftaran capres cawapres ke KPU yang 
dinilainya bermasalah.

MKMK 
 'Dibombardir" 

Warga 
LAYAKNYA Israel bertubi-tubi 

 menyerang Gaza di Palestina, warga 
juga bertubi-tubi "membombardir" 
MKMK (Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi) di Jakarta  
dengan laporan dugaan pelanggaran 
etik hakim konstitusi berkaitan dengan 
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 
yang membolehkan pejabat hasil 
pemilu maju sebagai capres-cawapres Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memeriksa Ketua MK Anwar Usman secara tertutup terkait 

laporan masyarakat atas Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. (Foto Merdeka.com)

Jakarta, MIMBAR - Dewan Pengawas 
Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah 
rampungmengklarifikasiempatorangyangterkait
mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
(SYL) untuk mendalami dugaan pelanggaran kode 
etik Ketua KPK Firli Bahuri, Selasa (31/10).

"Sopir, ajudan, dan asisten pribadi SYL serta 
SekjenKementansudahselesaidiklarifikasi,"

ujar Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat 
dikonfirmasimelaluipesantertulis,Selasa(31/10).

Haris menyatakan Dewas KPK masih 
 memerlukan keterangan tambahan dari sejumlah 
pihak lain untuk selanjutnya dapat dibawa ke tahap 
keputusan sidang kode etik.

"Masihklarifikasisaksi-saksitapisayaenggak
tahu siapa berikutnya," kata dia.

Proses permintaan keterangan oleh Dewas KPK 
ini terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik 
dan pedoman perilaku Firli perihal p ertemuannya 
dengan SYL. Laporan dilayangkan Komite 
M ahasiswa Peduli Hukum pada Jumat, 6 Oktober 
2023.

Koordinator Komite Mahasiswa Peduli Hukum 
Febrianes menyoroti aturan internal KPK yang 

melarang insan komisi bertemu dengan pihak 
berperkara. KPK menerima laporan dugaan korupsi 
di Kementan RI dari masyarakat pada tahun 2021. 
KPK membuka penyelidikan pada Januari 2023 dan 
menaikkannya ke tahap penyidikan pada September 
2023.

Jakarta, MIMBAR - Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan 
bakal memutus dugaan pelanggaran kode etik 
Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi 
lainnya, paling lambat pada 7 November 2023. 

Tujuannya, supaya putusan etik itu tidak 
melebihi tenggat pengusulan bacapres-cawapres 
pengganti yang dijadwalkan KPU, yakni paling 

lambat 8 November 2023. 
Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie mengakui, 

pihaknya memang menerima permintaan dari 
pelapor, salah satunya ahli hukum tata negara 
Prof Denny Indrayana, supaya dapat memutus 
perkara etik ini secara cepat. Sebab,  proses 
p encalonan presiden-wakil presiden di KPU 
masih bergulir. 

"Kami mendiskusikannya. K esimpulannya, 
kita penuhi permintaan itu. Maka kita r ancang 
putusan ini harus sudah selesai tanggal 7 
( November)," ujar Jimly, setelah menemui 
s embilan hakim konstitusi terkait pemeriksaan 
etik, Senin (30/10). 

Prof Denny Indrayana 
mengusulkan MKMK 

bekerja cepat agar 
sanggup  memutus 

perkara etik ini 
 sebelum 8  November 

2023 yang juga 
menjadi salah satu 

pelapor.
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Di sisi lain, ada yang tak etis rasanya atas yang diungkap-
kan di hadapan para kuli tinta itu dan rakyat yang menyaksi-
kan. Pasalnya mereka bercerita tentang makanan yang enak 
dan lezat, apalagi ini didengar rakyat-rakyat yang lagi kelapa-
ran atau yang sangat tidak enak. Mendengar cerita makanan 
rasanya sangat kepingin menikmatinya.

Makanya Nabi mengingatkan, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda: “Wahai Abu Dzarr, jika engkau 
memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan 
perhatikanlah tetanggamu.” (HR Muslim)

Lain kali kalau makan makanan enak itu tak perlulah di-
umbar di tengah-tengah rakyat yang lagi ekonominya tidak 
begitu baik sekali. 

Pertanyaan awartawan Istana ketika itu tidak ada yang ber-
hasil mengorek habis hasil perbincangan mereka usai makan 
enak itu. Boleh jadi wartwanpun merasa terpesona dengan ce-
rita makan enaknya Presiden dengan para Calon Presiden itu.

Syukurlah Capres Anies Baswedan sedikit membocor-
kan pembicaraan seputar netralitas pemerintah pada Pilpres 
mendatang. Menurut Anies, pemerintahvJokowi akan tetap 
menjaga netralitasnya. Artinya tidak berpihak pada pasangan 
calon, meski di situ ada anak Presiden Jokowi  yang berpasan-
gan dengan Prabowo.

Memang kita sadari netritas pemerintah dalam pemilihan 
Presiden adalah sangat penting bagi sebuah demokrasi. Tanpa 
ini tentu tidak ada artinya sama sekali demokrasi yang diden-
gung-dengungkan.

Dengan netralitas pemerintah maka kita dapat menghitung 
seberapa kuat rakyat dalam menentukan pilihannya pada Pil-
pres mendatang. Ini berarti demokrasi benar-benar berjalan 
dengan baik.

Netralitas membuat rakyat nantinya akan dapat menerima 
kekalahan terhadap pasangam calon yang dipilihnya, sehing-
ga kita  terhindar dari rasa kawatir akan terjadi keributan, tun-
tutan hukum dan sebagainya. (*)

Makanannya Enak
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Sunandiantoro menjelaskan, harus dipahami, 
PKPU Nomor 19/2023 mengatur tahapan-ta-
hapanpencalonan,meliputipendaftaran,verifi-
kasi, dan penetapan. Sebab itu, dia mengatakan, 
Gibran tidak memenuhi persyaratan pendafta-
ran.

Atas pemahaman tersebut, Gibran telah jelas 
tidak memenuhi syarat tahapan pendaftaran. 
Maka, seharusnya tidak boleh mengikuti ta-
hapan selanjutnya, termasuk tahapan tes kes-
ehatandanverifikasi.

Sunandiantoro menjelaskan, PKPU nomor 

19/2023 itu belum direvisi, setelah MK menge-
luarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 
tentang batas minimum usia capres-cawapres 
40 tahun dan ditambah frasa "pernah menjabat 
kepala daerah." 

Dengan demikian, proses pendafataran 
masih wajib menggunakan PKPU Nomor 19 
Tahun 2023, yakni, syarat capres-cawapres 
harus mencukupi 40 tahun. Sebab, belum ada 
perubahan pada PKPU hasil uji materi.

HARUS TOLAK
Dia menegaskan, sikap KPU seharusnya 

menolak dokumen pendafatran Gibran mengi-

kuti tahapan pencalonan. Diketahui, Prabowo-
Gibran mendaftar ke KPU pada Rabu 25 Ok-
tober 2023. "(Dalilnya) karena telah diketahui 
usia Gibran masih 36 tahun, sedangkan PKPU 
Nomor 19 Tahun 2023 mengatur minimal usia 
40 tahun (belum direvisi)" katanya.

Gugatan yang dilayangkan Front Pengacara 
Pejuang Demokrasi, HAM, dan Anti-KKN itu, 
juga meminta ganti kerugian Rp70,5 triliun. 
Dasar nilai gugatan triliunan rupiah itu dihitung 
dari biaya Pemilu 2024. 

"(Berdasarkan) pernyataan Sri Mulyani 
(Menteri Keuangan) terkait anggaran Pemilu 
2024," ucap dia. (tem/cp/js) 

KPU Dinilai...
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Mereka menyebut Ketua Mahkamah Konstitusi 
(MK) Anwar Usman melobi hakim konstitusi agar 
mengabulkan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 
terkait syarat batas usia capres-cawapres. Hal itu 
disampaikan Kuasa Hukum CALS, Violla Rein-
inda di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Violla mengatakan, dalil tersebut menjadi dasar 
Anwar Usman melakukan dugaan pelanggaran 
kode etik dan perilaku hakim sebagaimana aturan 
yang berlaku.

Ia menyebut, Anwar Usman terlibat konflik
kepentingan lantaran membentangkan karpet me-
rah untuk keponakannya, Wali Kota Solo yang juga 
putra sulung Presiden Joko Widodo melenggang 
ke Pilpres 2024 melalui putusan Nomor 90/PUU-
XXI/2023.

"Keterlibatan di sini dalam arti yang bersangku-
tan tidak mengundurkan diri untuk memeriksa dan 
memutus perkara dan juga terlibat aktif untuk mel-
akukan lobi dan memuluskan lancarnya perkara ini 
agar dikabulkan oleh hakim yang lain," kata Violla.

Menurutnya, konflik kepentingan itu telah
dimulai sebelum perkara tersebut diputuskan. Hal 
itu dibuktikan dengan pernyataan Anwar Usman 
ketika mengisi kuliah umum di Universitas Sultan 
Agung Semarang pada 9 September 2023.

Saat itu, kata dia, Anwar Usman berbicara ten-
tang substansi putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 
terkait syarat batas usia capres-cawapres. Violla 
berpendapat Anwar Usman telah melanggar prin-
sip independensi, ketidakberpihakan, dan integri-
tas.

"Ini adalah yang dalam satu pandangan kami 
sangat fatal, apalagi dilakukan oleh seorang ne-
garawan dan pucuk pimpinan dari lembaga MK," 
ujarnya.

Ia menilai tindakan Anwar Usman tak hanya 

melanggengkan abusive judicial review atau 
menggunakan cara-cara yang konstitusional mela-
lui pengujian Undang-undang untuk mengabul-
kan satu kepentingan kelompok tertentu, terutama 
perkara yang berkaitan dengan hubungan keluarg-
anya sendiri, namun Anwar Usman juga menerima 
adanya penundukan terhadap MK yang menjadi-
kan lembaga tersebut sebagai satu alat politik yang 
bisa digunakan oleh kekuasaan untuk meloloskan 
kepentingan tertentu.

"Di sini kami mendalilkan hakim terlapor mel-
anggar prinsip ketidakberpihakan karena telah 
memberikan komentar secara terbuka tentang 
perkara yang ditangani terutama perkara ten-
tang pengujian syarat usia menjadi capres dan 
cawapres," jelas Violla.

Selain itu, kata dia, Anwar Usman juga melang-
gar Pasal 10 huruf f angka 3 terkait larangan bagi 
hakim konstitusi untuk mengeluarkan komentar 
terbuka di luar persidangan atas perkara yang akan 
dan sedang diperiksa.

Dalam petitumnya, CALS meminta MKMK 
memeriksa Anwar Usman atas dugaan pelanggaran 
kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Kemudi-
an, meminta MKMK menjatuhkan sanksi pember-
hentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman 
dari jabatan Ketua MK dan hakim konstitusi apa-
bila terbukti melakukan pelanggaran berat.(cnni/js) 

 JIMMI TOLAK BERIKAN TRANSKRIP  
Kuasa Hukum CALS, Violla Reininda juga 

meminta transkrip sidang Ketua Mahkamah Kon-
stitusi (MK) Anwar Usman yang digelar tertutup 
kepada Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Permintaan itu disampaikan 
"Memberikan jalan tengah supaya pelapor 

setidak-tidaknya bisa mengakses secara langsung 
transkrip dari hasil pemeriksaan etik secara inter-
nal, di kepaniteraan. Transkripnya secara lang-

sung," kata Violla.
"Meskipun kami tidak dapat menghadiri secara 

langsung, tapi bisa mengakses dokumen transkrip 
pascapemeriksaan itu berlangsung," imbuhnya.

Namun, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie men-
yatakan materi di dalam sidang tersebut bersifat 
rahasia.

Violla mengatakan, CALS meminta transkrip 
hasil pemeriksaan etik terhadap Anwar Usman lan-
taran laporan yang dilayangkan tidak bersifat satu 
arah.

Berdasarkan transkrip tersebut, kata dia, CALS 
bisa mengecek kebutuhan terkait alat bukti dan 
dokumen-dokumen yang memperkuat laporan 
mereka.

"Dari hasil transkrip dan juga pemeriksaan tadi, 
kami harapkan misalnya ada hal-hal yang bisa di-
kuatkan oleh para pemohon dalam bentuk penam-
bahan alat bukti ataupun penambahan dokumen-
dokumen lain yang terkait untuk menguatkan 
laporan kami," ujar Violla.

Sementara itu, Jimly mengaku akan mem-
pertimbangkan permintaan CALS. Jimly akan 
berunding bersama panitera untuk memutuskan 
permintaan tersebut pada Jumat, 3 November men-
datang.

Kendati demikian, ia menekankan sidang 
pemeriksaan etik terhadap Anwar Usman oleh 
MKMK itu bersifat rahasia.

"Tidak semuanya mempersoal itu. Umumnya 
kekerabatan, yang kedua soal statement di luar. 
Tapi ada tiga kalau enggak salah yang memper-
soalkan registrasi. Tapi bisa jadi yang kami kasih 
tiga itu. Karena statusnya itu rahasia," kata Jimly.

"Biar kami lihat dulu sebab ada kesimpulannya 
tidak bisa. Biar kami rundingkan dulu bertiga den-
gan sekretariat bagaimana baiknya," sambung pria 
yang pernah menjadi Ketua MK pada dekade 2000 
silam. (cnni/js)

Anwar Usman...

Dari Halaman 1

"Kenapa tanggal 7, karena kita ingin memas-
tikan jangan sampai timbul kesan, misalnya, ada 
orang menganggap sengaja ini dimolor-molor-
in, padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini 
bekerjanya," katanya lagi. 

Sebagai informasi, menurut Peraturan MK 
Nomor 2 Tahun 2023, sebetulnya MKMK me-
miliki waktu kerja 30 hari. Namun, Jimly meya-
kini, mereka dapat tetap bekerja dengan teliti 
dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat, 
dalam sepekan ke depan. 

"Ini juga untuk keperluan memastikan, su-

paya masyarakat politik kita ini mendapatkan 
kepastian hukum dan keadilan," ujar Jimly. 

Sementara itu, dalam tahapan Pilpres 2024, 
pengusulan calon pengganti dimulai 26 Oktober 
sampai 7 November 2023.  Sebelumnya, Jimly 
membuka kemungkinan putusan etik ini dapat 
menggugurkan Putusan MK Nomor 90/PUU-
XXI/2023 terkait syarat minimum usia capres-
cawapres yang dianggap terdapat pelanggaran 
etik di dalamnya. Namun, Jimly enggan berko-
mentar lebih jauh, karena hal itu masuk ke dalam 
ranah substansi. Ia meminta publik menanti pu-
tusan etik saja. 

 USUL DENNY

Untuk diketahui, usul agar MKMK bekerja 
cepat agar sanggup memutus perkara etik ini se-
belum 8 November 2023, disampaikan mantan 
Wamenkumham Prof Denny Indrayana, yang 
turut menjadi salah satu pelapor. 

Pasalnya, laporan dugaan pelanggaran etik 
ini berkaitan erat dengan Pilpres 2024, yang 
akhirnya akan diikuti salah satu calon yang 
memperoleh kesempatan maju gara-gara putu-
san MK, yaitu putra Presiden Jokowi, Gibran 
Rakabuming Raka.  Kata Denny dalam sidang 
perdana MKMK, Kamis (26/10), "Salah satu 
yang menjadi perhatian publik dan pertanyaan 
publik, apakah ada gunanya pemeriksaan ini?" 

Pakar hukum tata negara yang berdomisili di 
Melbourne, Australia itu, melanjutkan, "Karena 
concern kami dengan putusan nomor 90 yang 
kontroversial itu, adalah keterkaitannya dengan 
pasangan calon di Pilpres 2024, dan waktu tera-
khir untuk mengajukan penggantiannya adalah 
8 November, 10 hari kerja dari sekarang." 

Dalam laporannya, Denny meminta putusan 
MKMK dapat membatalkan putusan MK terse-
but, seandainya terbukti hakim konstitusi mel-
anggar etik dan pedoman perilaku hakim. 

Menurut dia, putusan itu layak dibatalkan 
karena cacat etik dalam proses penyusunannya, 
berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman. 

GIBRAN BISA DIGANTI
Apabila sebelum 8 November 2023 putusan 

etik ini membatalkan putusan MK Nomor 90, 
maka nama Gibran masih bisa diganti sesuai 
tahapan pencalonan pilpres yang diatur KPU 
lewat Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. 
Sebab, Gibran jadi tidak memenuhi syarat batas 
usia minimal bakal capres-cawapres. 

Mengingat, putusan MK yang menyatakan 
seseorang berusia di bawah 40 tahun maju asal-
kan sedang atau pernah menjadi kepala daerah 
atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu.
(kps) 

Keluarkan Putusan...
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meski belum berusia 40 tahun. Sampai-sampai, 
Ketua Jimly Asshiddiqie dilaporkan "kewalahan," 
dan berharap tak ada lagi laporan setelah Rabu 1 
November kemarin, sebab 18 laporan yang sudah 
diterima pun substansinya sama atau mirip.

"Saya ingin menyampaikan imbauan..., karena 
pertimbangan substansi laporannya mirip-mirip, 
bahkan bisa dikatakan sama, maka kalau bisa 
(warga) jangan lagi mengajukan laporan baru. 
Sudah kebanyakan, gitu. Kalau bisa," kata Jimly 
kepada wartawan, Senin (30/10). 

"Tetapi ini hanya imbauan. Kita tidak boleh 
menutup kemungkinan (pelaporan). Itu kan hakn-
ya warga (melapor). Tapi, kalau bisa, paling telat 
kalau memang ada juga yang mau melapor, kita 
tunggu hari Rabu, 1 November 2023," ujarnya 
lagi. 

Setelah tanggal itu, MKMK berharap tidak ada 
lagi laporan masuk. Sebab, sejauh ini, MKMK su-
dah menerima 18 laporan. 

 CEPAT
MKMK juga berencana bakal bekerja cepat. 

Majelis akan menerbitkan putusan etik pada 7 No-
vember 2023, sehari sebelum tenggat waktu peny-
erahan bakal pasangan capres-cawapres pengganti 
ke Komisi Pemilihan Umum.

Tujuannya, untuk mengantisipasi kemungki-

nan bila proses pencapresan terdampak oleh pu-
tusan. Jimly mengungkapkan, Ketua MK Anwar 
Usman paling banyak dilaporkan. 

"Jadi sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah 
nambah lagi ini dua hari ini. Dari 18 itu, ada enam 
isu. Kemudian, ada sembilan terlapor, tapi yang 
paling pokok, paling utama, paling banyak itu Pak 
Anwar Usman," kata Jimly. 

Banyaknya laporan terhadap Anwar, membuat 
pria kelahiran Bima, NTT, tersebut, akan menjadi 
satu-satunya hakim konstitusi yang bakal diperik-
sa dua kali oleh MKMK, sebelum putusan dikelu-
arkan paling lambat 7 November 2023. 

"Sidang akan diselenggarakan satu per satu, 
dan kemungkinan khusus untuk Ketua dua kali. 
Pertama besok, terakhir nanti diperiksa lagi karena 
dia paling banyak (dilaporkan)," ujar Jimly. 

SALDI DAN ARIEF
Kemudian, Wakil Ketua MK Saldi Isra dan eks 

Ketua MK Arief Hidayat, ada di urutan kedua dan 
ketiga terbanyak dilaporkan setelah Anwar. Kedu-
anya memang vokal menentang putusan kontro-
versial itu. 

Di dalam pendapat berbeda (dissenting opin-
ion) keduanya, Saldi Isra dan Arief Hidayat, di-
anggap menyinggung hal-hal di luar substansi 
perkara, termasuk keterlibatan Anwar Usman. 
"Perilaku" keduanya yang dianggap sebagian 
warga, tak patut, dan itulah yang juga dilaporkan.

DUGAAN PELANGGARAN  
Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, 

MK merumuskan sendiri norma, bahwa se-
orang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat 
mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres, wa-
laupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 
tahun. 

Putusan ini pun menjadi tiket emas (the golden 
ticket) untuk putra sulung Jokowi yang juga kepo-
nakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, melaju 
pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal 
status Walikota Solo yang baru disandangnya 
hampir tiga tahun. 

Tak lama berselang, usai putusan itu, Gibran 
secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia 
Maju maju sebagai bacawapres pendamping 
Prabowo Subianto. Kemudian, pasangan tersebut 
telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres 
ke KPU pada 25 Oktober 2023. 

ANWAR BANTAH
Namun, Anwar masih saja percaya diri mem-

bantahiaterlibatkonflikkepentingandalamme-
mutus perkara tersebut. Meskipun, dalam penda-
pat berbeda (dissenting opinion), Saldi Isra, salah 
seorang hakim konstitusi yang tak setuju putusan 
nomor 90 itu, mengungkap bagaimana keterli-
batan Anwar mengubah sikap MK dalam waktu 
singkat. (kps/cp/js) 

MKMK  'Dibombardir"...

Dari Halaman 1
Menurut pakta pertahanan bersama tahun 1951, AS dan Filipina 

akan bersama-sama mempertahankan diri terhadap serangan bersen-
jata eksternal. Ketegangan antara Filipina dan China meningkat dalam 
beberapa waktu terakhir, khususnya setelah dua insiden tabrakan kapal 
di Laut China Selatan.

Tabrakan pertama terjadi selama misi rutin pasokan Filipina ke 
pasukan Filipina yang ditempatkan di kapal angkatan laut, BRP Sierra 
Madre, yang berlabuh di dekat Second Thomas Island. Itu adalah se-
buah pulau karang yang menjadi bagian dari Kepulauan Spratly.

Filipina menyebut Second Thomas Island sebagai Ayungin Shoa.
Sementara itu, tabrakan kedua terjadi ketika sebuah kapal penjaga 

pantai Filipina mengawal misi pasokan rutin ditabrak oleh apa yang 
digambarkan oleh gugus tugas Filipina sebagai kapal milisi maritim 
China. Namun, Beijing menuduh kapal Filipina sengaja menimbulkan 
masalah dengan membalikkan badan hingga terkena ke kapal penang-
kap ikan China. (r/js)

AS Siap...

Dari Halaman 1
"Setiap insan komisi KPK dilarang mengadakan pertemuan lang-

sung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau 
pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi 
yang sedang ditangani KPK," kata Febrianes beberapa waktu lalu.

"Saat ini kan muncul informasi foto pertemuan pimpinan KPK 
dengan SYL di lapangan badminton. Dari informasi media online 
yang bisa diakses, pertemuan itu terjadi Desember 2022," lanjutnya. 

Dalam proses ini,DewasKPK juga telahmengklarifikasi SYL
serta pimpinan KPK seperti Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan 
Johanis Tanak.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango belum bisa memberikan 
keterangan karena sedang sakit.

Sementara untuk Firli,Dewas KPK belum bisa memintai keteran-
gan yang bersangkutan karena ada surat permohonan penundaan jad-
wal setelah tanggal 8 November 2023. Menurut Dewas KPK, waktu 
tersebut terlalu lama. (cnni/js)

Dewas KPK...

Dari Halaman 1
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan 

hak angket merupakan hak konstitusional DPR RI. “Ya namanya juga 
hak konstitusional anggota DPR,” kata Dasco kepada wartawan di 
Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Hanya saja, Dasco menyebut bahwa perlu dicek kembali penga-
juan hak angket tersebut telah sesuai mekanisme yang berlaku di DPR 
RI.  “Cuma memang mesti dicek sesuai mekanisme apakah itu kemu-
dian bisa atau tidak,” demikian Dasco. (rm/js)

Masinton Usul...

ANGGOTA DPR KOMPAK PAKAI SYAL PALESTINA DI RAPAT PARIPURNA: 
Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP) bersama Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia-Palestina (GKSB) membagikan syal Palestina kepada para anggota DPR RI jelang Rapat Paripurna Pembukaan 

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024. Pemberian syal ini sebagai bentuk pesan dan doa untuk rakyat Palestina yang saat ini masih berkonflik dengan Israel. (Foto liputan6.com)


